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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Berdirinya  PT. Pos Indonesia (Persero)


Dalam perkembanganya dimasa pemerintahan Repuplik Indonesia, PT. pos Indonesia (persero) mengalami beberapa kali perubahan bentuk usaha yang meliputi: 

1. Dinas pos sebagai Jawatan (1864)


Pada tahun 1864 dinas pos sebagai Jawatan berada di bawah pengawasan Direciur Producten en Civiele Magezijnen. Pengawasan ini beralih pada tahun 1967, yaitu kepada departemen Pangreh Praja. Berdasarkan Stbl 1867 No. 4, Dinas pos di satukan dengan Dinas Telegraf yang tetap bersetatus jawatan dengan nama Post en Telegraafdients in Ned Indie, sementara penggabungannya baru dilaksanakan pada tahun 1884 berdasarkan Stbl. 1884 No 52 jawatan pos dan telegraf disatukan dengan jawatan telepon.pada tahun 1906 dengan ketetapan Stbl. No 395, disebut Pos Telegraf en Telefoondensi (PTT).

2. Dinas Pos sebagai Perusahaan ICW (1906-1913) 


PTT (Pos Telegraf en Telefoondensi)
termasuk Perusahaan ICW (Indiche coptabilities wet) karena cara pengurusan dan tanggung jawaban keuanganya berada dibawah ICW. Selain itu juga merupakan kesataun organisasi produksi yang diselenggarakan pemerintah, tidak dapat komersial, berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang anggaran belanjanya menjadi satu dengan anggaran belanja departemen yang membawahinya.

3. Dinas Pos sebagai perusahaan IBW (1913-1961)

Pada tahun 1913, berdasarkan Stbl. 1913 No 524 PTT di ubah setatusnya menjadi perusahaan IBW (Indische Bedrijen Wet) karena sebagai perusahaan ICW di anggap kurang lincah dan kurang cepat. Perusahaan IBW diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan IBW. Perusahaan dalam IBW diatuar dengan Stbl 1938 No 445, lalu di ubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1995. pengawasan barang dan uang perusahaan IBW dilakukan oleh Badan PemeriksaKeuangan, sementara anggaran belanja perusahaan masuk ke dalam anggaran belanja Negara yang disah kan DPR.

4. Dinas Pos Sebagai Perusahaan Negara (1961-1965)


Berdasarkan Peraturan Pemenrintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 19 tahun 1960 semua perusahaanya merupakan kekayaan  Negara, menjadi perusahaan Negara , termasuk jawatan PTT yang dilebur dalam Perusahaan Negara Tahun 1961 No. 306. hak dan kewajiban, perlengkapan serta usaha dari jawatan PTT beralih pada PN POSTEL berdasar kan PP No. 240 Thun 1961. PN POSTEL berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung, dan perusahaan ini, sementara lapangan usahanya dibidang penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.

5. Dinas Pos Sebagai Perusahaan Negara dan Giro (1965-1978) 


Selanjunya sesuai dengan Undang-Undang No 9 Tahun 1978 yang menetapkan atatus nBadan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Perjan, Perumdan Persero maka setatus perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro, berdasarkan PP No 9 Tahun 1978.Denagn PP No. 3 Tahaun 1983 ditetap kan cara pengawasan dan pembinaan Perjan, peru dan Persero. Untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini PP No. 9 Tahun 1978 yang mengatur Perusahaan Umum Pos dan Giro telah diganti dengan PP No. 24 Tahun 

1984.

6. Dinas Pos sebagai PT. Pos Indonesia (persero) (sejak 20 Juni1995-Sekarang)



Bersdasakan PP No. 5 Tahun 1995 Tanggal 27 Pebruari 1995, Perum Pos dan Giro Berubah setatus menjadi PT Pos Indonesia (Persero) Sejak tanggal 20 Juni dengan Akta Noteris Sutjibto, SH. No.117 Tahun 1995, yang kemudian diubah menjadi Akta Notaris Sutjipto, SH No. 89 Tanggal 21 September 1998 dan No111 Tanggal 28 Oktober 1998. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pos Indonesia, Berkedudukan dan berkantor Pusat di Bandung. Pada pasal 3 Akta Notaris tersebut diterangkan:

a. Tujuan Perseroan untuk menyelenggarakan usaha pelayanan Jasa Pos dan Giro bagi masarakat baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia, dalam rangka turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan serta program pemerintah.

b. Lapangan usahanya adalah penyelenggaraan dan pelayan Pos dan Giro, serta usaha-usaha lainnya yang menunjang penyelenggaraan usaha Jasa Pos dan Giro sesuai dengan peraturan perudang-undangan yang berlaku.

c. Perencanaan pembangunan dan pengembangan dan pelayanan, sarana dan Fasilitas Pelayanan Pos dan Giro.

d. Melakukan kerja sama dengan badan lain atau pihak lain baik dalam maupun luar negeri dibidang pembangunan, pengembangan operasional,keuangan sumberdaya manusia, perencanaan dan penelitian atau dibidang lain yang dianggap perlu untuk menunjang usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Perseroan dapat mendirikan atau menjalan kan anak perusahaan dan usaha lainya yang mempunyai hubungan dengan bidang usaha.

f. Modal perusahaan perseroan yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirianya berasal dari kekayaanya Negara yang tertanam dalam perusahaan umum Pos dan Giro.

g. Modal dasar perusahaan perseroan terdiri atas saham-saham sesuai dangan PP No. 12 Tahun 1969 sebagai mana telah diubah dengan PP No.24 Tahun 1972.

h. Neraca pembukaan perusahaan Perseroan ditetapkan oleh menteri keuangan.

2.2. Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero)


Struktur organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) didasar akan pada surat Keputusan Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor: 28A/DIRUT/1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pos Indonesia (persero) menyatakan bahwa organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) disusun dalam tiga tingkat, yaitu:

1. Struktur Organisasi Tingkat Pusat

2. Struktur Organisasi tingkat Wilayah

3. Struktur Organisasi Tingkat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

2.3. Deskripsi Jabatan PT. Pos Indonesia (Persero)

Dibawah ini akan di uraikan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan deskripsi jabatan dari masing-masing tingkat.

Pimpinan PT. Pos Indonesia (Persero) terdiri dari:

1. Direksi 

a. Memimpin, Mengurus dan Mengelola Perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta senan tiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas perusahaan. 

b. Menguasai dan mengurus kekayaan perusahaan.

c. Mengoptimalkan memanfaatan aktiva tetap dan aktiva bergerak, fasilitas sistem informasi,fasilitas pendidikan, pelatihan dan pemeliharaan.

d. Menyusun sistemakutansi berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal dengan memperhatikan fungsi pengurusan, pencatatan. penyimpanan dan pengawasan kekayaan perusahaan.

e. Menyiapkan penyusunan organisasi perusahaan yang lengkap ndengan perincian tugasnya.

f. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan sesuai dangan peraturan pegawaian yang berlaku pada perusahaan.

g. Menetapkan gaji, pensiun, jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan serta mengatur semua hal kepegwaian lainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.

h. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalanya perusahaan biak dalam bentuk laporan tahunan maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan lain yang berlaku bagi perusahan sert setiap kali diminta oleh RUPS.

i. Menjalankan kewajiban-kewjiban lainya berdasarkan ketentuan dalam Angaran Dasar dan RUPS.

2. Direktur Utama

a. Untuk dan atas nama Direksi menjalankan dan bertanggung jawab atas segala ketetapan RUPS.

b. Bertindak atas nama Direksi sebagai wakil perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan dn melakukan segala tindakan/perbuatan baik yang berkaitan dengan kepengurusan maupun kepemilikan serta mengikat kerja sama dengan pihak lain.

c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanan dan tugas Direktur, kepala kantor, pengawasan internal sekertaris perusahaan, kepal pusat, penelitian dan pengembagan dan Kepala Wilayah Usaha Pos serta mengusul kan dan memimpin rapat direksi

d. Menerima pertanggungjawaban pelaksana tugas Kepala Satauan Pengawasan Intem.

3. Direktur
a. Bertindak atas nama Direksi untuk bidasng nya masing-masing.

b. Memberikan bahan masukan, pertimbangan dan saran kepala Direksi,masing-masing Direktur bertindak memimpin keseluruhan kegiatan dalam lingkup tugas Direktorat yang dipimpinya 

I. Strutur Organisasi Tingkat Pusat 

Struktur Organisasi PT. Pos Indonesia (Persero) pada tingkat pusat terdiri dari:

1). Direktorat Operasi


Direktorat Operasi dipimpin oleh seorang Direktur Operasi. Direktur Operasi ini mempunyai tugas membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan jas komunikasi, logistik serta jas keuangan/ke agenan dan filateli, baik untuk hubungan didalam negeri maupun diluar negeri. (Sumber: SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. 28A/DIRUT/1999) Direktorat Operasi ini terdiri dari delapan sub bagian yaitu:

a. Sub Direktorat Bina Operasi

- Bagian Jaringan Lalu lintas

- Bagian Jaringan Layanan

b. Sub Direktorat Bina Mutu Layanan

- Bgian Standar Layanan

- Bagian Kendali Mutu

- bagian Pengembangan Mutu

c. Unit Bgisnis Komulikasi 

- Bagian Target Dan Kinerja Bisnis Komunikasi

- Bagian Pemasaran Komunikasi Bisnis

d. Unit Bisnis Logistik

- Bagian Target Kinerja Bisnis Logistik

- Bagian Pemasaran Bisnis Logistik

e. Unit Bisnis Keuangan dan Keagenan
- Bagian Target dan Kinerja Keuangan dan Keagenan 

- Bagian Pemasaran Bisnis Keuangan dan Keagenan 

- Bagian Pengelolaan Utang-Piutang Usaha Keuangsn dan Keagenan

f. Unit Bisnis Filateli

g. Bagian Promosi

h. Bagian Sekretariat Direktorat Operasi

2). Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana dipimpin oleh direktur perencaan, tenik dan sarana 

Direktur Perencanaan, Teknik dan Sarana ini mempunyai tugas pokok untuk menyusun rencana strategis, rencana bisnis dan rencana jangka pendek yang relevan sebagai tahapan pencapian tujuan perusahaan dan melakukan aktivitas rekayasa proses bisnis serta mengelola sarana dan property.

(Sumber : SK Direksi PT> Pos Indonesia (Persero) No. 28 A/DIRUT/1999)

Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana ini terdidri tiga sub bagian yaitu:

a. Sub Direktorat perencnan

· Bagian Perencanaan Strategi

· Bagian Perencanaan Usaha

· Bagian Pengelola Usaha 

b. Sub Direktorat teknik dan Sarana


- Bagian Teknik dan Sistem


- Bagian Perangko dan Materai


- Bagian Peralatan


- Bagian Bangunan dan Kendaraan

c. Bagian Sekretaris Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana

3). Direktorat Keuangan

Direktorat Keuangan dipimpin oleh Direktur Keuangan.

Direktur keuangan ini mempunyai tugas pokok membina dan mengelola keuangan, perusahaan dan penyertaan modal perusahaan serta menetapkan kebijakan harga pokok Produksi.

(Sumber : SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. 28 A DIRUT/1999)

Direktorat Keuangan ini terdiridaritiga sub bagian:

a. Bagian Sekretaris Direktorat Keuangan 

Bertugas mengelola kegiatan Protokoler dan penata usulan Direktorat Keuangan, untuk menunjang kelancaran Koordinasi pelaksanaan suatu aktivits dengan unit organisasi atau Direktorat terkait.

b. Sub Direktorat Pengendalian Keuangan

- Bagian Akutansi

Bertugas mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan. Sistem dan prosedur akutansi serta mengawasi pertanggungan keuangan perusahaan, sehingga menjamin tercapainya kinerja keuangan yang sehat.

- Bagian Anggaran dan Investasi 

Bertugas mengelola dan mengalokasikan anggaran dalam rangka menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran Perusahaan, menganalisis struktur permodalan bagi perusahaan, serta mengkonsolidasikan dan menjamin ketersediaan sumber pendanaandan mengakolasikan keseluruh unit organisasi serta mengawasi pelaksananya.

- Bagian Akutansi Biaya 

Bertugas mengembangkan dan menyusun formulasi struktur biaya dan harga pokok serta mekanisme perhitungan harga transfer sebagai dasar penetapan kebijakan harga dan penilaian kinerja setiap organisasi.

4). Direktorat Sumber Daya Manusia 

Direktorat Sumberdaya Manusia dipimpin oleh Direktur Sumber Daya Manusia.

Direktur Sumber Daya Manusia ini mempunyai tugas pokok membina. Mengerlola dan dan memelihara kesejahteraan sumber daya manusia serta mengembangkan organisasidan sistem manajemen.

Fungsi Direktorat Sumber daya Manusia yaitu:

a. mengelola dan penyelenggaraan pelatihan sumber Daya manusia

b. Perencanaan dan pengembangan, pengatministrasian sember daya manusia serta pengembangan organisasi dan sistem manajemen.

c. Pengelolaan kesejahteraan dan pemeliharaan sumber daya manusia.

Direktorat Sumberdaya Manusia terdiri dari empat sup bagian yaitu :

a. Sub Direktorat Penelitian

tugas pokok  : menetap kan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang memenuhi kebutuhan perusahaan.

Sub Direktorat Penelitian terdiri dari :

1.   bagian Penyelenggaraan Pelatihan

Tugas Pokok : Menyiapkan dan penyelenggaraan serta menyusun kebijakan pelatihan dan proses pembelajaran untuk semua program pelatihan.

2. Bagian Bina Program 

Tugas Pokok : Merancang dan mengembang kan program-program pelatihan dan kurikulum sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3. Bagian Umum Pelatihan

Tugas Pokok : Menyelenggarakan tata usaha, mengelola asrama dan menyediakan akomodasi bagi peserta pelatihan.

b. Sub Direktorat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Tugas Pokok : Menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan rekrutmen. Pengembangan dan pengadministrasian, serta melaksanakan pengembangan organisasi serta sistem manajemen sesuai dengan perubahan dan perkembangan strategi perusahaan.

1.   Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia.

Tugas Pokok : Merencanakan kebutuhan pegawai perusahaan baik kuantitas maupun kualitas serta menyusun Prgram pengembangan pegawai.

2. 
Bagian Kinhar Sumber Daya Manusia 

Stuktur Organisasi Bagian Sumber Daya Manusia terdiri dari :

· Manajer Kinhar

Tugas Pokok : Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia dan merancang serta menyempurnakan sistem penilaian prestasi kerja, sistem penggajian, penghargaan dan penertiban.

· Asisten Manajer Kinhar (Kinhar-3)

Tugas pokok : menyusun rencana pengembangan jenis dan bersaran serta mengelola gaji dan emolument pegawai termasuk PPh pasal 21

·  Bagian tugas kepala seksi

Tugas pelaksanaan fungsi pemeriksaan dibagi menjadi dua FP-10berdasrkan Direktorat Non Direktorat dan banyaknya kartu gaji, yaitu : 

a. FP-10 Bina Kinhar-1/A.

Tugas pokok : memeriksa hasil pekerjaan ketua kelompok yang menangani para pegawai dari Direktorat SDMN.

b. FP-10 Bina Kinhar-3/B.

Tugas Pokok : memeriksa hasil pekerjaan ketua kelompok yang menangani para pegawai dari Direktorat Operasi dan Keuangan.

c. Bagian Pemeliharaan Sumber Daya Manusia

Tugas Pokok : Merancang sistem pemberian dan pemeliharaan kesehatan serta program-program kesejahteraan bagi pegawai dan pensiunan perusahan dan merancng sistem dan prosedur pensiun.

d. Bagian Sekretariat Direktotat Sumber Daya Manusia


Tugas Pokok : Mengelola kegiatan protokoler dan penata usahaan Direktorat Sumber Daya Manusia untuk menunjang kelancaran koordinasi pelaksanaan suatu aktevitas dengan unit organisasi atau direktorat terkait.

5). Satuan Pengawas Intern (SPI)  


Satuan pengawas intern (SPI) berada dibawah pimpinan Kepala Satuan Pengawas Itern (SPI).

(Sumber : SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. 28 A/DIRUT/1999).

Satuan Pengawas Intern (SPI) trediri dari tiga sub bagian yaitu :

a. Bidang pengawasan keuangan 

b. Bidang Pengawasan Operasionil

c. Satuan Pengawas Itern (SPI) Wilayah 

- Bagian Pengawasan keuangan


- Bagian Pengawasan Operasional

6). Sekretarit Perusahaan

Sekretariat Perusahaan dipimpin oleh Sekretaris Perusahaan yaang bertanggung jawab Kepada Direksi.

Sekretaris Perusahaan ini mempunyai tugas-tugas pokok mengkoordinasikan seluruh kegiatan anggota Direksi dengan seluruh unit perusahaan terkait dan membina dan mengelola kegiatan dan kesekretariatan Direktur Utama.

Kegiatan bidang hukum, hubungan masarakat, hubungan internasiaonal,serta dokumentasi dan rumah tangga kantor pusat dan mengkoordanisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan melekat.

(Sumber : SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. 28 A/DIRUT/1999).

Sekretariat peerusahaan ini terdiri dari enam sub bagian yaitu : 

a. Bagian Sekretariat Diterektur Utama

b. Bagian Hukum

c. Bagian Hubungan Masyarakat

d. Bagian Hubungn Internasional

e. Bagian Dokumen dan Museum

f. Bagian Rumah Tangga Kantor Pusat

7). Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pusat penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan yang bertanggungjawab kepada Direksi.


Tugas POKOKnya adalah melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan sistem majeme, maupun produk layanan sesuai dengan kebutuhan perushan.

(Sumber : SK Direksi PT. Pos Indonesia (Persero) No. 28 A/DIRUT/1999).

Pusat Penelitian dan Pengembangan ini terdiri dari empat sub bagian yaitu :

a. Bagin Umum Pusat Penelitian dan Pengembangan (PUSLITBANG)

b. Bidang Organisasi dan Sumber Daya Manusia

c. Bidang Operasi dan Pemasaran 

d. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi

PT. Pos Indonesia (Persero) menggunakan sistem desantrilisasi dalam hal stuktur organisasi dan pendelegasian wewenang dalam perusahaanya Hal ini terdiridari direktoraa-direktorat yng memegng kekuasan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Sehingga para karyawan yang berada dibawah kepemimpinan direktora-direktorat bertanggung jawab dan direktur bidangnya.

II. Stuktur Organisasi Tingkat Wilayah Usaha Pos 

Tingkat Wilayah Usaha Pos di bedakan dalam tiga tipe yaitu Tipe A. Tipe B dan Tipe C. wilayah Usaha Pos dipimpin oleh kepada wilayah Pos yang bertaggung jawab kepada Direksi PT.Pos Indonesia (Persero).

Wilayah Usaha Pos ini terbagi menjadi :

a. Sekretariat Wilayah

b. Bagian Bina Mutu Layanan

c. Bagian Pengembangan Usaha

d. Bagian Teknik dan Sarana

e. Bagianb Keuangan 

f. Bagian Sumber Daya Manusia

III. Stuktur Organisasi Tingkat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Kawil Pos. Organisasi dan tata kerja, kategori dan tempaat kedudukan unit Pelaksanan Teknis (UPT) ditetap kan oleh Direksi.

2.4. Aspek-aspek Kegiatan Usaha PT. Pos Indonesia (Persero)

Kedudukan : 


PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung dibawah Departemen Perhubungan yang dipimpin oleh sesuatu Direksiyang bertanggung jawab kepada Dewan Komersaris.

Tugas Pokok : 


PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunn nasional pada umumnya, pada khususnya dibiang pelayanan pos dan giro bagi masyarakat baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia dangan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.
Kegiatan Usaha :


Secara garis besar kegiatan usaha perusahan PT. Pos Indonesia (Persero) terdiri dari usaha pokok (care business) dan usaha penunjang ( non care business).

Berdasarkan media penyimpananya, meliputi : 

1.Usaha Pokok

a. Layanan Fisik

· Layanan Suratpos

· Layanan Paketpos

· Layanan Keuangan

· Layanan Filateli

c. Layanan Elektronik dengan Wasantara Net sebagai tulang punggungnya untuk menyajikan fasilitas-fasilitas :       

· Internet

 - E-mail


 - Kotak Pos Elektronik


 - WarungPos Internet


 - Internet untuk jaringan  korporasi

· Elektronik Data Interchange (EDI), untuk membentuk jaringan komunikasi antar  berbagai data, antara lain : Eko-Net, Sosio-Net, Argo-Net Sekolah Terbuka, Perpustakaan Terbuka,dsb.

· Hybride Mail

- Surat Bisnis Elektronik

· Direct Email

· Wesel Pos Elekronik

· Advantensi Elektronik

2. Usahaa Penunjang yaitu usaha keagenan, antara lain dapat memberikan layanan :


- Penyewaan ruang dan tempat


- Usaha Tranportasi


- Bank Pos  

2.4 Apek-aspek kegiatan PT Pos Indonesia (Persero)

Kedudukan :


PT. Pos Indonesia (Persero) adalah badan usaha Milik Negara (BUMN) yang bernaung dibawah Departemen Perhubungan yangh dipimpin oleh suatu Direksi yang bertanggung jawab kepada dewan Komisaris

Tuhgas pokok :


PT. Pos Indonesia (Persero) mempunyai tugaspokok melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program perrintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, pada khususnya dibidang pelayanan posdan giro bagi masyarakat baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Ter batas

Kegiatan Usaha :


Secara garis besar kegiatan usaha perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) terdiridari usaha pokok (Care Businees) dan usaha penunjang (non care business).

Berdasarkan media penyimpananya,meliputi :

1. Usaha pokok

a. Layanan Fisik


· Layanan Suratpos

· Layanan Paketpos

· Layanan Keuangan

· Layanan Filateli

b. Layanan Elektronik dengan Wasantara  net sebagai tulang punggungnya untukmenyajikanya fasilitas-fasilitas :

· Internet

· E-mail

· Kotak Pos Elektronik

· Warung Pos Internet

· Internet untuk jaringan korporasi

· Elektronik Data Interchange (EDI) untuk membentuk jaringan komunikasi antar berbagai data, antara lain : Eko-Net, Argo-Net Sekolah terbuka,dsb.

· Hybride Mail

· Surat Bisnis Elektronik

· Direk Mail

· Wesel Pos Elektronik

· Adventensi Elektronik

2. Usaha Penunjang yaitu usaha keagenan, antara lain dapat memberikan layanan :

· Pnyewaan ruang dan tempat

· Usaha Transportasi

· Bank Pos.
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